BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas permasalahan yang telah dipaparkan di
dalam BAB IV, penulis menyimpulkan bahwa:

1) Berdasakan rumusan masalah yang permata, maka menurut
penulis dapat disimpulkan bahwa

a. Pengenaan sanks administrasi berupa denda terhadap
penggjuan upaya hukum pada tingkat keberatan yang
putusannya berupa ditolak seluruhnya atau ditolak atau
diterima sebagian dikenal sanks sebesar 50% dari jumlah
paak yang belum dibayar dan sanksi administrasi terhadap
pengaguan upaya hukum pada tingkat banding yang
putusannya berupa ditolak seluruhnya atau ditolak atau
diterima sebagian dikenai sanksi administrasi sebesar 100%
dari jumlah pgak yang belum dibayar, menurut penulis
akan menyebabkan Wagjib Pgak ragu dan takut
menggunakan haknya untuk mengaukan upaya hukum
guna mencari keadilan. Undang-undang memberikan hak
kepada Wajib Pgjak untuk mengagukan upaya hukum dan
tidak tepatlah apabila setelah menggunakan haknya tersebut
Wajib Pgjak justru dikenai sanksi.

b. Terdapat ketimpangan antara pengenaan sanks yang
diberikan apabila Wajib Pgak yang terbukti melakukan
kesalahan dan apabila Direktorat Jendral Pajak terbukti
melakukan kesalahan.  Disaat Wagjib Pgak terbukti
bersalah, maka Wajib Paak akan dikenai sanksi
administrasi sebesar 50% untuk upaya hukum tingkat
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keberatan dan 100% untuk upaya hukum tingkat banding.
Sedangkan apabila Direktorat Jendral Pagak terbukti
melakukan kesalahan yang menyebabkan Wajib Pgjak
mengalami kelebihan bayar, Direktorat Jendral Pgjak hanya
membayar imbalan berupa bunga kepada Wajib Pgak
sebesar 2% dari jumlah pajak yang lebih bayar.

c. Dalam ha pengenaan sanksi administrasi oleh Direktorat
selain menjadikan kerugian negara sebagai pertimbangan
atas pengenaan sanksi, Direktorat Jendral Pgjak juga harus
mempertimbangkan hal lain, seperti keseimbangan antara
perbuatan dan akibatnya.

2) Berdasarkan rumusan masadah yang kedua, penulis
menyimpulkan bahwa daam ha jatuh tempo terdapat
ketimpangan antara batas waktu antara beban yang dipikul
Wajib Pgjak dengan Direktorat Jendral Pajak, apabila Wajib
Pgak melewati batas waktu yang sudah ditentukan untuk
membayar utang paak, maka Wajib Pgjak akan dikenai sanks
administrasi berupa bunga sebesar 2% sepanjang masih
terdapat utang pajak, sedangkan imbalan berupa bunga yang
diberikan Direktorat Jendral Pgak apabila Wajib Pgak
mengalami lebih bayar, bunga tersebut hanya diberikan
maksimal hingga 24 (dua puluh empat bulan). Artinya
walaupun Direktorat Jendra Pajak belum mengembalikan
pajak lebih bayar milik Wajib Pajak setelah Iebih dari 24 (dua
puluh empat bulan), Direktorat Jendral Pgjak tidak memberikan
bunga tersebut.
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5.2 Saran

Berdasarkan andlisis atas permasalahan yang tela dipaparkan di

dalam BAB |V, penulis menyarankan

1)

2)

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama, penulis

menyarankan bahwa

a. Wagib Pgak harus melunasi seluruh utang pajak yang
ditetapkan terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya
hukum sehingga negara tidak mengalami kerugian karena
dengan Wajib Pajak dapat menjadikan pengajuan upaya
hukum sebagai celah untuk menunda pembayaran pajak.

b. Harus adanya keseimbangan antara pengenaan sanksi yang
diberikan kepada Wgjib Pgjak dan Direktorat Jendral Pajak.
Suatu aturan tidak boleh berat sebelah dengan
menggunakan pemikiran atau asumsi bahwa negara tidak/
memiliki kemungkinan yang kecil untuk melakukan
kesdahan/ beranggapan bahwa negara tidak akan
menyalahgunakan kekuasaannya dan beranggapan bahwa
Wajib Pgjak selalu mencari celah untuk menghindari pajak
atau mengulur waktu untuk membayar paak dengan
menggunakan upaya hukum.

Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, penulis

menyarankan harus adanya keseimbangan antara beban

tanggungan yang diberikan kepada Wajib Pgjak dan Direktorat

Jendral Pgjak mengena perihal jatuh tempo karena dalam

aturan tersebut secara langsung membedakan bahwa Direktorat

Jendral Pgjak |ebih diringankan karena beban yang ditanggung

untuk membayar bunga hanya hingga 24 (dua puluh empat

bulan) di mana tidak ada ketentuan di dalam UU KUP batas
dari kewgjiban Direktorat Jendral Pgjak harus mengembalikan
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paak lebih bayar milik Waib Pagak sehingga terdapat
kepastian hukum bagi Wajib Pajak.
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